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ABSTRAK

Fenomena penarikan dukungan oleh partai politik terhadap
pasangan calon kepala daerah yang telah didaftarkan ke Komisi
Pemilihan Umum (KPU) menimbulkan problematika serius dalam
penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks Pilkada
Lampung Timur Tahun 2024, tindakan penarikan dukungan
secara sepihak setelah proses pendaftaran memunculkan
persoalan hukum dan etika politik yang berdampak pada hak
politik calon serta stabilitas politik serta demokrasi. Kejadian ini
menunjukkan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi belum
sepenuhnya konsisten menjalankan fungsi kelembagaan secara
bertanggung jawab sesuai prinsip kedaulatan rakyat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan serta analisis menggunakan
teori demokrasi dan kaidah Maslahah Mursalah. Data yang
digunakan vyaitu data primer dan sekunder. dari peraturan
perundang-undangan, saluran pers, dan literatur ilmiah. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengkaji legalitas dan dampak
dari penarikan dukungan partai politik terhadap pasangan calon
yang telah memenuhi syarat administratif dan sah didaftarkan.
Fokus utama terletak pada konsekuensi yuridis dan sosial politik
atas tindakan tersebut serta relevansinya dalam menjaga keadilan
pemilu dan stabilitas demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan dukungan
tanpa prosedur yang sah tidak hanya mengganggu kepastian
hukum, tetapi juga mencederai prinsip persamaan hak dalam
demokrasi. Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai
keadilan dan kemaslahatan dalam Islam sebagaimana termuat
dalam konsep Maslahah Mursalah. Penarikan dukungan tersebut
tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang objektif, tidak
mengutamakan  kepentingan ~ umum, serta  berpotensi
menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahat. Oleh
karena itu, tindakan partai politik ini dinilai tidak sesuai dengan
asas demokrasi konstitusional dan prinsip keadilan dalam syariat
Islam.

Kata Kunci: Partai Politik, Pilkada, Demokrasi.



ABSTRACT

The phenomenon of withdrawal of support by political
parties for regional head candidate pairs that have been
registered with the General Elections Commission (KPU) raises
serious problems in organizing general elections. In the context of
the East Lampung regional head election in 2024, the unilateral
withdrawal of support after the registration process raises legal
issues and political ethics that have an impact on the political
rights of candidates and political stability and democracy. This
incident shows that political parties as pillars of democracy have
not been fully consistent in carrying out institutional functions
responsibly in accordance with the principles of popular
sovereignty.

This research uses a normative juridical method with a
legislative approach and analysis using the theory of democracy
and Maslahah Mursalah rules. The data used are primary and
secondary data from laws and regulations, press channels, and
scientific literature. The purpose of this study is to examine the
legality and impact of withdrawing political party support for
candidate pairs that have met the administrative requirements and
are validly registered. The main focus lies on the juridical and
socio-political consequences of such actions and their relevance
in maintaining electoral justice and democratic stability.

The results show that the withdrawal of support without a
valid procedure not only disrupts legal certainty, but also
undermines the principle of equal rights in a democracy. In
addition, this action contradicts the values of justice and benefit
in Islam as contained in the concept of Maslahah Mursalah. The
withdrawal of support does not meet the criteria of objective
benefit, does not prioritize the public interest, and has the
potential to cause greater mafsadah than maslahat. Therefore, the
actions of these political parties are considered incompatible with
the principles of constitutional democracy and the principles of
justice in Islamic law.

Keywords: Political Party, Pilkada, Democracy.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik telah mendapat kewenangan penuh
sebagai pintu atau bahkan kendaraan bagi tiap-tiap pasangan
calon yang akan maju berkompetisi dalam memperebutkan
jabatan kepala daerah.! Syarat Menjadi peserta Pada Pilkada
harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik,
sehingga terlihat bahwa partai politik memiliki peran yang begitu
dominan dalam Pilkada.? Baik dalam pemilihan umum maupun
pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, sikap dan keputusan
partai politik dalam Pilkada dapat memengaruhi kelancaran serta
integritas proses demokrasi. Dinamika politik pemilihan kepala
daerah Pilkada Lampung Timur menjadi sorotan banyak pihak,
Persoalan ini telah menjadi polemik demokrasi yang
berkepanjangan.® Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
mencabut dukungannya dari pasangan calon (Paslon) bupati dan

wakil bupati Lampung Timur yaitu Ela Siti Nuryamah-Azwar

! Christian Huwae, “Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung (Suatu Studi Di Kota Bitung),” Junal Governance 5, no. 1 (2013),
hlm 47.

2 Ronaldo Adhi Perdana, A Salman Maggalatung, “Eksistensi Calon
Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia,” Indonesian Constitutional Law
Journal 3, no. 1 (2019), hlm 87.

% Triyadi Isworo, “Segera Selesaikan Polemik Pilkada Lampung Timur,”
Lampost.co, https://lampost.co/lamban-pilkada/segera-selesaikan-polemik-pilkada-
lampung-timur/, (Rilis Pers 05 September 2024), Pukul 16.37 WIB.



https://lampost.co/lamban-pilkada/segera-selesaikan-polemik-pilkada-lampung-timur/
https://lampost.co/lamban-pilkada/segera-selesaikan-polemik-pilkada-lampung-timur/

Hadi.* Penarikan dukungan yang dilakukan PDIP terhadap
pasangan calon di Lampung Timur oleh partai politik dalam
proses Pilkada menimbulkan tantangan bagi kelangsungan
demokrasi yang stabil.

Penarikan dukungan oleh PDIP terhadap calon yang telah
diusung dan didaftarkan menimbulkan diskusi tentang prinsip
demokrasi, kesetaraan, dan check and balance. Tindakan ini
didasarkan pada aspirasi masyarakat dan keresahan kader PDIP
terhadap kemungkinan adanya calon tunggal yang menyebabkan
kotak kosong. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa tanpa
adanya pilihan alternatif, pemilu yang semestinya menjadi
cerminan aspirasi rakyat justru dapat mengesampingkan hak
politik yang ideal. Demonstrasi menolak kotak kosong
mencerminkan dorongan publik untuk demokrasi sehat yang
kompetitif. Prinsip kesetaraan dan check and balance dalam
demokrasi bertujuan menjaga keadilan dan stabilitas. Penarikan
dukungan PDIP adalah respons terhadap tuntutan publik dan
kader demi pemilu yang representatif dengan kompetisi calon
terjaga.> Namun Penarikan dukungan ini dilakukan setelah calon
tersebut resmi didaftarkan ke KPU. Padahal, secara aturan,

penarikan dukungan partai terhadap calon yang sudah

4 Liputan6.com, “Dinamika Pilkada Lampung Timur, PDIP Ubah Arah
Dukungan ke Petahana Bupati,” n.d.,
https://www.liputan6.com/regional/read/5694515/dinamika-pilkada-lampung-timur-
PDIP-ubah-arah-dukungan-ke-petahana-bupati, (Rilis Pers 07 Oktober 2024), Pukul
05:53:29 WIB.

® Dede Rosyada, Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Dan
Masyarakat Madani (Jakarta: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), him. 67.


https://www.liputan6.com/regional/read/5694515/dinamika-pilkada-lampung-timur-PDIP-ubah-arah-dukungan-ke-petahana-bupati
https://www.liputan6.com/regional/read/5694515/dinamika-pilkada-lampung-timur-PDIP-ubah-arah-dukungan-ke-petahana-bupati

didaftarkan dilarang. Hal ini ditegaskan dalam PKPU Nomor 8
Tahun 2024, yang dengan jelas melarang penarikan dukungan
oleh partai politik setelah masa pendaftaran selesai.’® Dengan
adanya ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2024, yang secara tegas
melarang partai politik menarik dukungannya.

Dalam literatur lain, kasus serupa juga terjadi dalam
penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bintan tahun 2020. Masalah
yang diangkat adalah penarikan dukungan partai politik terhadap
pasangan calon yang telah didaftarkan, yang menyebabkan
ketidakpastian hukum dan konflik antara ketentuan perjanjian
dukungan politik dengan praktik di lapangan. PKPU Nomor 3
Tahun 2017 sebenarnya melarang penarikan dukungan secara
sepihak oleh partai politik. Namun, dalam praktiknya, terdapat
interpretasi yang berbeda mengenai pelaksanaan ketentuan ini.
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun regulasi
telah mengatur larangan tersebut, implementasi di lapangan
menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, direkomendasikan
adanya Klarifikasi dan penguatan regulasi untuk memastikan
kepastian hukum dalam proses Pilkada.”

Penelitian lain membahas dinamika pembangunan koalisi
partai politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak
tahun 2018. Masalah yang ditemukan adalah lemahnya peran

6 “Pasal 100 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Peraturan KPU No. 8 Tahun
2024,” n.d.

7 Pery Rehendra Sucipta and Rara, “Analisis Yuridis Atas Penarikan
Dukungan Partai Politik Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Telah Didaftarkan
(studi Penyelenggaran Pilkada Kabupaten Bintan Tahun 2020),” Jurnal Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 1 (2021), hlm. 178-204.



partai politik dalam mengusung kandidat, yang mengakibatkan
tidak adanya dukungan untuk calon independen dan minimnya
partai oposisi. Koalisi partai politik dibangun dengan motif
pragmatis, yakni untuk mempertahankan kekuasaan dan
meningkatkan suara menjelang pemilihan legislatif. Penelitian
ini menggunakan teori koalisi pilihan rasional dari Michael
Laver, yang menekankan bahwa pembentukan koalisi dilakukan
untuk memaksimalkan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa koalisi pragmatis tersebut tidak mendukung
pengembangan kader partai di tingkat lokal, sehingga berdampak
pada stagnasi regenerasi politik.2

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam
tindakan partai politik PDIP yang menarik dukungan terhadap
bakal pasangan calon yang telah didaftarkan. Kajian ini bertujuan
untuk memahami apakah tindakan ini berdasarkan prinsip
demokrasi dari pasangan calon yang ditarik dukungannya
dirugikan atau tidak, mengingat setiap warga negara memiliki
kesempatan untuk bersaing dan di dukung dalam pencalonan
kepala daerah. merupakan bagian dari hak asasi yang melekat
pada setiap warga negara, khususnya dalam menjamin
persamaan dan kesetaraan hak politik setiap warga negara dalam
pemilihan kepala daerah

Meskipun langkah menarik dukungan ini dimaksudkan
untuk mengatasi potensi munculnya kotak kosong dalam

pemilihan, penting untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut

8 Siti Khodijah and Valina Singka Subekti, “Dinamika Pembangunan Koalisi
Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2018,” Nakhoda: Jurnal llmu Pemerintahan 19, no. 2 (2020), hlm 177-187.
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tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak politik dalam
proses penyelenggaraan Pilkada. Di sisi lain, kajian ini juga
berupaya mengeksplorasi konsep demokrasi, tesis ini juga akan
mengupayakan untuk mencari letak kemaslahatan dalam
tindakan tersebut, khususnya dalam konteks penyelenggaraan
Pilkada. Dalam konteks ini, setiap tindakan politik seharusnya
tunduk pada aturan yang berlaku, menjaga kedaulatan rakyat,
serta menjunjung nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Hak politik
setiap warga negara harus dihormati dalam setiap tahapan proses
demokrasi guna memastikan pemilihan yang adil, transparan, dan
bermartabat.’

Penulis memandang penting untuk melakukan kajian
mendalam sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan Pilkada
tahun 2024 dengan judul Penarikan Dukungan Partai Politik
PDIP Terhadap Calon Terdaftar Pilkada Lampung Timur
Perpektif Islam Dan Demokrasi, Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penarikan dukungan partai politik PDIP terhadap
calon terdaftar pilkada lampung Timur.

B. Rumusan Masalah
Seluruh permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas,
difokuskan permasalahannya pada dua:
1. Bagaimana penarikan dukungan olenh PDIP  terhadap

kontestasi calon Pilkada Lampung Timur ditinjau dari

® Rio Maulana Hidayat et al., “Analisis Hukum Mengenai Wewenang
Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern,” Causa: Jurnal Hukum
Dan Kewarganegaraan 5, no. 3 (2024), hlm. 1-10.



regulasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dalam perspektif

Demokrasi?

2. Bagaimana pertimbangan PDIP dalam penarikan dukungan

terhadap calon terdaftar pilkada Lampung Timur Perspektif
Maslahah Mursalah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah

yang telah diuraikan di atas, maka beberapa poin tujuan

dan manfaat penelitian yang akan dicapai adalah

sebagai berikut:

a.

Menjelaskan penarikan dukungan oleh PDIP
terhadap calon kepala daerah dalam Pilkada
Lampung Timur Dberdasarkan ketentuan PKPU
Nomor 8 Tahun 2024, t dengan prinsip-prinsip
demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada di
Indonesia.

Menjelaskan  pertimbangan-pertimbangan  yang
melatarbelakangi penarikan dukungan pasangan
calon oleh PDIP dalam Pilkada Lampung Timur,
serta kontroversi yang muncul sebagai akibatnya,
ditinjau dari manfaat dan implikasi yang
ditimbulkan.

2. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah dua kegunaan dari penelitian berdasarkan

kedua rumusan masalah di atas:



a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi  bagi pengembangan ilmu  hukum,
khususnya terkait Demokrasi dalam penyelenggaraan
Pilkada baik dalam hak politik maupun demokrasi
islam dalam konteks penarikan dukungan oleh partai
politik. Penelitian ini juga dapat memperkaya
pemahaman mengenai dampak dari pelanggaran
peraturan PKPU dalam dinamika demokrasi.
b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi
penyelenggara Pilkada, partai politik, dan pembuat
kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas
dan adil terkait dengan mekanisme pencalonan,
penarikan dukungan, serta pencegahan kotak kosong
dalam Pilkada, sehingga tercipta keseimbangan
antara demokrasi dan hak politik calon pasangan
pemilukada
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka pada pembahasan Telaah pustaka ini
bertujuan untuk memberikan dasar teori, memetakan
perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan, serta
mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam penelitian
sebelumnya yang dapat dijadikan landasan untuk penelitian yang
sedang dilakukan.
Artikel yang ditulis oleh Pery Rehendrat Sucipta dan Rara

dengan judul “Analisis Yuridis Atas Penarikan Dukungan Partai



Politik Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Telah Didaftarkan
(Studi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bintan Tahun 2020)”
menganalisis kedudukan Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2-
SD/06/KPU/1X/2020 sebagai peraturan kebijakan dan kekuatan
mengikat kesepakatan para pihak sesuai PKPU No. 3 Tahun
2017. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif
(library research) dan menyimpulkan bahwa Surat KPU tersebut
bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan, sehingga
tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. Selain itu, PKPU
No. 3 Tahun 2017 dengan tegas melarang penarikan dukungan
partai terhadap pasangan calon yang telah didaftarkan,
menunjukkan tidak adanya kekosongan hukum.*°

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Mutawalli, Andi
Pangerang Moenta, dan Muhammad Hasrul dengan judul
“Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah” membahas batasan kewenangan
partai politik dalam penarikan dukungan setelah pendaftaran dan
penetapan calon, serta sanksi yang dapat dikenakan jika
melanggar ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, mengandalkan
data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasilnya
menunjukkan bahwa kewenangan partai politik terbagi menjadi
tiga tahapan: sebelum pendaftaran, partai memiliki kewenangan

penuh mencabut dukungan, setelah pendaftaran, kewenangan

10 Rehendra Sucipta and Rara, “Analisis Yuridis Atas Penarikan Dukungan
Partai Politik Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Telah Didaftarkan (studi
Penyelenggaran Pilkada Kabupaten Bintan Tahun 2020).”



terbatas pada tahap verifikasi, setelah penetapan, penarikan
dukungan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti
kematian calon. Penelitian ini juga mencatat sanksi administratif
dan pidana atas pelanggaran.'!

Artikel yang ditulis oleh Siti Khodijah dan Valina Singka
Subekti berjudul “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik
Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2018” membahas dinamika pembentukan koalisi
partai politik dalam mendukung calon tunggal pada Pilkada
Kabupaten Lebak tahun 2018. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan
data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik tersebut
didorong oleh motif pragmatis untuk mempertahankan
kekuasaan dan meningkatkan perolehan suara partai dalam
pemilihan legislatif 2019. Koalisi yang solid mengusung calon
petahana mengakibatkan tidak adanya calon independen atau
partai oposisi yang signifikan.

Artikel yang ditulis oleh Sigit Pamungkas berjudul
"Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015" membahas kedudukan hukum calon tunggal dalam

1 Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, and Muhammad Hasrul,
“Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala
Daerah,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 8,no. 1 (2021), him.
48-61.

12 Khodijah and Subekti, “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik
Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.”



pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta
implikasinya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
100/PUU-XI111/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, mengandalkan
studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum
putusan MK, calon tunggal tidak dapat mengikuti pilkada
serentak hingga terpenuhi minimal dua pasangan calon. Namun,
setelah putusan MK, calon tunggal dapat mengikuti pilkada
dengan mekanisme sistem referendum.'® Penelitian ini juga
mencatat perlunya amandemen pasal-pasal terkait untuk
menyesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku.

Artikel yang ditulis oleh Maringan Panjaitan dan Simson
Berkat Hulu berjudul “Analisis Proses Dan Faktor Penyebab
Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada
Pilkada Serentak Tahun 2020 ” membahas proses dan faktor yang
melahirkan pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada
Pilkada Kota Gunungsitoli tahun 2020. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan
data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa calon tunggal lahir melalui lobi politik
intensif dan minimnya masyarakat yang ingin mencalonkan diri.
Faktor utama adalah kekuatan kekuasaan (oligarki) dan kekuatan

materi, yang memfasilitasi politik transaksional oleh calon

13Alan Darusman, Lita Tyesta A.l.w, and Hasyim Asy’ari, “Tinjauan Yuridis

Kedudukan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014,” Diponegoro Law Journal 5, no. 2 (n.d.), him 1-14.
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petahana melalui penguasaan partai di DPRD. Hal ini
menyebabkan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal
melawan kotak kosong.**

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zairudin berjudul
“Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik
Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011”7 membahas mekanisme
penyelesaian konflik internal partai politik berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian
ini menggunakan metode yuridis normatif dan bertujuan untuk
mengeksplorasi bagaimana sengketa internal partai dapat
diselesaikan secara efektif sesuai hukum yang berlaku. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik harus
dilakukan melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) partai. Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum dalam
menyelesaikan sengketa kepengurusan, sehingga memperkuat
kemandirian partai politik dan stabilitas sistem politik.™

Tesis yang ditulis oleh Dewi Mustika Sari berjudul
“Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2020 (Studi
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu)”

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian

14 Maringan Panjaitan and Simson Berkat Hulu, “Analisis Proses Dan Faktor

Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada
Serentak Tahun 2020,” Jurnal llmu Sosial Dan Politik 1, no. 2 (n.d.), hlm 116-130.

15 Ahmad Zairudin, “Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai

Politik Berdasar Uu No 2 Tahun 2011,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika
Masyarakat 20, no. 2 (n.d.), him 70-80.
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dikumpulkan melalui wawancara dengan 44 informan,
dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa regulasi KPU dan resistensi masyarakat
terhadap petahana menjadi faktor utama munculnya fenomena
kotak kosong. Dalam Pilkada, kotak kosong memperoleh 35%
suara, sementara petahana memperoleh 65%, mencerminkan
ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja petahana. Kekalahan
kotak kosong disebabkan oleh dua hal utama: pertama,
ketidakmampuan kotak kosong mengakomodasi keresahan
masyarakat; kedua, lemahnya infrastruktur politik kotak kosong.
Tata kelola Pilkada berjalan lancar sesuai jadwal.®

Tesis yang ditulis oleh Apriadi berjudul “Problematika
Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala
Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia” menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan kotak kosong dalam Pilkada
satu pasangan calon diatur melalui Putusan MK Nomor
100/PUU-XI111/2015, Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016, dan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun
2018. Regulasi ini mengatur penggunaan surat suara dengan dua
kolom: satu untuk pasangan calon dan satu untuk kotak kosong.

Pilkada calon Tunggal melawan kotak kosong dinilai

18 Dewi Mustika Sari, “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2020
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu)” (Tesis,
Lampung, Universitas Lampung, 2022), him 88.
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bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena demokrasi
mengharapkan adanya alternatif pemimpin yang beragam.'’

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Mutawalli berjudul
“Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah” menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan
sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam
penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala
daerah terjadi pada tiga tahapan: sebelum pendaftaran ke KPU,
setelah pendaftaran ke KPU, dan setelah penetapan pasangan
calon oleh KPU. Sanksi terhadap partai politik yang mencabut
dukungan meliputi sanksi administratif yang dinilai kurang tegas
dan sanksi pidana (ultimum remedium) yang lebih tegas, namun
hanya ditujukan kepada pimpinan partai politik pusat.*®

Artikel yang ditulis oleh Bayu Dwi Anggono berjudul
“Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan
Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila” mengangkat
permasalahan terkait kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian
ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis

kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dan fungsi partai politik

17 Apriadi, “Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan

Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia” (Tesis, Borneo, Universitas
Borneo Tarakan, 2023), him 131-143.

18 Muhammad Mutawalli, “Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan

Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah” (Tesis, Makassar, Universitas
Hasanudin, 2023), hlm 78-87.
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dalam negara demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
fungsi legislasi partai politik sering diabaikan, dan diperlukan
upaya agar partai politik menyusun desain politik legislasi yang
lebih jelas. Selain itu, banyak peraturan perundang-undangan
yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga strategi
untuk meningkatkan peran partai politik dalam proses legislasi
sangat dibutuhkan.®

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya,
karena fokus utama adalah menganalisis tindakan penarikan
dukungan oleh partai politik PDIP terhadap bakal pasangan
calon. Kajian ini dilakukan menggunakan perspektif demokrasi
terkait hak politik serta ditinjau dari pandangan demokrasi
menurut Yusuf Al-Qardhawi, sehingga memberikan dimensi
analisis yang lebih mendalam dan relevan dengan konteks
Pilkada.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik ini bertujuan untuk memberikan
landasan konseptual yang mendalam dalam menganalisis
permasalahan terkait penarikan dukungan partai politik terhadap
calon terdaftar dalam Pilkada, khususnya di Lampung Timur.
Analisis ini akan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu
teori demokrasi khusus nya dalam penyelenggaran pilkada, serta
konsep Maslahah Mursalah Dengan menggabungkan kedua

perspektif tersebut, penelitian ini berupaya memahami peran

1 Bayu Dwi Anggono, “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of
Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation,” Jurnal Konstitusi 16 (2019),
hlm 696-720.
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partai politik, implikasi terhadap hak politik individu, serta
relevansi nilai-nilai demokrasi serta mencari letak kemaslahatan
dalam menjaga stabilitas politik dan kepentingan masyarakat
secara umum
1. Demokrasi
Demokrasi menurut Prof. Jimly Asshiddigie adalah
sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi, di mana kekuasaan berasal
dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi
rakyat. Dalam konteks hukum tata negara dan praktik politik,
demokrasi bukan hanya soal mekanisme pemilihan umum,
tetapi merupakan prinsip konstitusional yang menjadi fondasi
utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang modern
dan berkeadilan.?

Menurut Jimly Asshiddigie, dalam negara demokratis,
kekuasaan tidak dapat dijalankan secara sepihak, melainkan
harus melalui mekanisme representasi yang sah secara
konstitusional, yaitu melalui lembaga perwakilan dan partai
politik. Partai politik dalam hal ini memiliki tanggung jawab
moral dan konstitusional untuk menjalankan fungsi rekrutmen
politik, termasuk pencalonan kepala daerah dalam pilkada, yang
harus dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan adil.?*

2 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi,
Perpustakaan Nasional RI Data katalog Dalam Terbitan (kDT) (Jakarta: konstitusi
Press, 2005), hlm 285.

2L Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi,
(Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), him. 242.
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Demokrasi  konstitusional, sebagaimana ditegaskan
Jimly, adalah bentuk demokrasi yang mengakui supremasi
konstitusi dan menempatkan hukum sebagai batas sekaligus
pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum. 22 Oleh karena itu,
seluruh proses demokrasi, termasuk Pilkada, harus dijalankan
dalam koridor hukum, bukan atas dasar kekuasaan atau
kepentingan politik semata.

Demokrasi menurut Jimly Asshiddigie tidak dapat
dipisahkan dari nilai-nilai dasar, seperti persamaan hak dan
kesetaraan warga negara, baik dalam memilih maupun dipilih;
penghormatan terhadap keberagaman dan pluralitas dalam
masyarakat Indonesia; kepastian hukum, yang berarti semua
tindakan harus berdasar pada aturan yang sah; perlindungan
terhadap hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari
prinsip kedaulatan rakyat; serta keterbukaan dan akuntabilitas
penyelenggaraan negara.?® Negara, maupun warga negara harus
tunduk pada hukum yang berlaku. Demokrasi dan negara
hukum itu dua sisi dari mata uang yang sama. Demokrasi yang
baik itu demokrasi konstitusional, berdasar atas hukum. Negara
hukum yang baik, harus demokratis.?*

22 Nur Hidayat, “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga,” UIR Law Review 1, no. 2
(2017), hlm. 192.

2 Asshiddigie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, 285.

24 Antara News, ‘“Jimly Asshiddigie: Negara Hukum yang Baik Harus
Demokratis,” n.d., https://www.antaranews.com/berita/4777461/mantan-ketua-mk-
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Dalam kasus penarikan dukungan PDIP terhadap calon di
Pilkada Lampung Timur, perlu ditelaah apakah tindakan
tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi atau justru
bertentangan dengan asas keadilan dan transparansi politik.
Demokrasi menuntut agar setiap kebijakan politik dilakukan
sesuai dengan regulasi yang mengikat, seperti PKPU Nomor 8
Tahun 2024, yang melarang penarikan dukungan setelah
pendaftaran calon. Selain itu, mekanisme penyelesaian
sengketa politik harus dilakukan secara adil dan transparan
untuk menjaga stabilitas demokrasi yang sehat.

Demokrasi yang tidak taat hukum akan melahirkan
kekacauan politik. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian
sengketa politik juga harus dijalankan secara adil, transparan,
dan akuntabel. Dengan demikian, teori demokrasi menurut
Jimly Asshiddigie menjadi kerangka normatif dan operasional
dalam menilai keabsahan serta etika politik dalam praktik
pemilu, khususnya Pilkada. Prinsip ini memberi arah agar
negara tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga
demokratis secara substansial, yang mengedepankan keadilan,
keterwakilan, dan perlindungan hak-hak politik warga negara.

2. Maslahah Mursalah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf Maslahah Mursalah
adalah sebuah kemaslahatan yang tidak secara gamblang syariat
menjelaskan dalam penetapan hukumnya, serta tidak terdapat

satupun dalil yang meniadakan ataupun menganggapnya.

negara-hukum-yang-baik-harus-demokratis. Rilis Pers, 17 April 2025, Pukul 16:17
WIB.

17


https://www.antaranews.com/berita/4777461/mantan-ketua-mk-negara-hukum-yang-baik-harus-demokratis

Maksudnya Maslahah Mursalah merupakan sesuatu yang bisa
dikategorikan dalam magslahah tetapi tiada ketegasan dan
kekuatan hukum apabila ingin melaksanakan nya serta tidak ada
pula sebuah ketentuan ataupun dalil yang mengatakan nya, mau
itu yang mendukung ataupun yang menolaknya (maslahah yang
terlepas dari dalil yang secara khusus).?® Pada dasarnya,
Maslahah  Mursalah adalah  maslahah memang tiada
disyariatkan dan dianjurkan oleh aturan Islam, namun untuk
melakukan nya tiada aturan yang mengatakan pengakuannya
atau pembatalannya.?

Prinsip kemaslahatan Maslahah Mursalah digunakan
untuk membuat hukum Islam. Ini berarti juga suatu tindakan
yang menghasilkan nilai positif atau manfaat sambil
menghasilkan nilai negatif. Oleh karena itu, Maslahah
Mursalah merupakan keuntungan yang tiada diatur oleh
ketentuan Islam untuk diterima bahkan ditolak; namun,
berdasarkan sebuah pola fikir yang sehat, keuntungan ini
dianggap penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

Maslahah Mursalah, yang menekankan kemaslahatan
bagi masyarakat tanpa adanya dalil yang secara tegas
membenarkan atau menolaknya. Dalam konteks ini, keputusan
partai politik untuk mencabut dukungan terhadap calon tertentu
harus dilihat dari sisi kemaslahatan bagi publik dan sistem

demokrasi. Jika penarikan dukungan dilakukan dengan alasan

% Sapiudin Shidiq, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2011).

26 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Alih Bahasa Faiz El Muttaqin
(Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
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yang jelas demi kepentingan rakyat, seperti menjaga integritas
kepemimpinan dan menghindari calon yang tidak kompeten,
maka tindakan tersebut dapat dianggap sejalan dengan prinsip
Maslahah Mursalah.

Namun, jika penarikan dukungan hanya didasarkan pada
kepentingan politik sempit atau mengabaikan hak-hak calon
yang telah memenuhi syarat, maka hal tersebut justru
bertentangan dengan konsep kemaslahatan dan berpotensi
mencederai demokrasi yang sehat. Kaidah fighiyyah

menyebutkan :
Caa e 13) 5 clat) gl 228 (lialias Cua Hlad 1)
Laa 25 (galii Lagdal (oS3 ) (i

Jika terdapat pertentangan pada dua kemaslahatan maka
didahulukan yang lebih kuat di antara keduanya, dan apabila
terdapat dua kerusakan, maka dipilih yang lebih ringan.?’

Kaidah ini menjadi landasan penting dalam pendekatan
Maslahah Mursalah, terutama ketika menghadapi dilema etis-
politik seperti penarikan dukungan paslon yang sudah
didaftarkan. Dalam kasus seperti ini, partai politik harus mampu
menimbang secara objektif antara kemaslahatan dan mafsadah.
Jika mempertahankan dukungan kepada calon tertentu dapat
menimbulkan kerusakan yang lebih besar (misalnya merugikan
publik atau merusak tata kelola pemerintahan), maka penarikan
dukungan bisa dibenarkan. Namun jika mencabut dukungan

27 Armaya Azmi, “Bedah Mayat Dalam Perspektif Magashid Al-Syariah,”
TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 3, no. 1 (2021), hlm. 1-20.
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justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar (seperti
menciderai demokrasi dan menimbulkan kekacauan hukum),
maka tindakan itu harus dihindari.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian
hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan
hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.?® Hal ini
terkait dengan prinsip, norma, dan peraturan dari Undang-
Undang,. Selain itu, menurut Menurut Peter Mahmud
Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses
untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi.?® Secara keseluruhan, pendekatan
normatif dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis,
prinsip-prinsip hukum, dan prinsip prinsip demokrasi untuk
menilai sah atau tidaknya suatu tindakan dalam konteks
sistem hukum yang ada, serta mengkaitkan dengan maslafzah
mursalah dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana
prinsip demokrasi dan maslahah berperan dalam melihat
problematika penting mengenai kesesuaian tindakan partai
politik dalam penarikan dukungan setelah masa pendaftaran.

2 N. D. Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum:
Normatif & Empiris (Pustaka pelajar, 2010), hlm 28.

2 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif:, Perpustakaan Stik
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 13.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu deskriptif
analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bertujuan untuk menyimpulkan suatu kejadiaan yang
disebabkan oleh beberapa gejala yang muncul atau kedaan
tertentu.® Bersifat deskriptif karena peneliti akan
mendeskripsikan fenomena secara rinci berdasarkan data
dan fakta yang ada. Dalam konteks ini, penelitian akan
menggambarkan secara rinci proses penarikan dukungan
partai politik, mekanisme dalam penarikan serta dampaknya
terhadap demokrasi dan partai politik serta mengkaji dari
sudut Dalam konteks ini, penelitian akan menggambarkan
secara rinci proses penarikan dukungan partai politik,
mekanisme dalam penarikan serta dampaknya terhadap
demokrasi dan partai politik serta mengkaji dari sudut
pandang maslakah.
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Pendekatan  normatif  yakni cara  pengkajian
permasalahan dalam mengungkap dan menilai terkait
dengan problematika yang terjadi Dalam penulisan ini
mengkaji terkait dengan penarikan dukungan partai
politik terhadap calon terdaftar di anali Dalam konteks
ini, penelitian akan menggambarkan secara rinci proses

penarikan dukungan partai politik, mekanisme dalam

30 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung:Remaja
Rosdakarya, 2009).
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penarikan serta dampaknya terhadap demokrasi serta
mengkaji dari sudut pandang maslakah.

. Penulis  menggunakan cara yuridis-normatif atau
perundang-undangan (statute approach), yakni cara
pengkajian permasalahan berdasarkan sumber-sumber
hukum formil yang menjadi acuan daripada variabel
penelitian  dengan menelaah  seluruh  peraturan
perundang-undangan  yang berkaitan dengan
permasalahan hukum yang diteliti baik berupa urutan,
hierarki maupun tahapan dalam peraturan perundang-
undangan dan peraturan serta norma, baik norma
tersebut tertuang dalam peraturan khusus atau umum,
atau apakah norma tersebut tertuang dalam peraturan
perundang-undangan lama atau baru penelitian ini
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor | Tahun 20Il4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024

. Studi kasus hukum (legal case study), sebuah
pendekatan penelitian normatif yang bertolak pada
dokumen-dokumen hukum bersifat konstitutif dan
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declaratoir. Berbeda halnya dengan penelitian sosial
secara umum, istilah 'studi kasus' di sini dimaksudkan
untuk melihat persoalan hukum aktual seperti penarikan
dukungan yang terjadi di kabupaten Lampung Timur
yang di lakukan oleh partai politik.
4. Sumber Data
Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang
digunakandalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi
pustaka.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah objek hukum yang terikat atau
sumber data yang diperoleh penulis melalui regulasi yang
relevan.
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
Dan Wakil Walikota.

4. Sumber sumber hukum islam seperti Al-Quran.
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b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah bahan yang
mengarahkan kepada asas-asas atau data yang sudah di
kodifikasikan melalui beberapa bahan yang telah
terlebih dahulu ada. Seperti jurnal, disertasi, tesis,
skripsi, dan buku serta argumentasi para ahli yang

diakses melalui media sosial dan lain sebagainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan  data dalam  penelitian ini
menggunakan metode studi kepustakaan (library
research) yang kemudian diproses menggunakan metode
symantic literatur review. Studi kepustakaan (librarty
research) dilakukan dengan cara mencari sumber yang
berkatian dengan objek penelitian.3! Informasi tersebut
dapat diperoleh dari buku-buku, penelitian, diertasi,
internet, dan sumber-sumber lain. Bahan dikumpulkan
melalui penelitian kepustakaan Studi pustaka nantinya
digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk
berbagai catatan yang berkaitan dengan penelitian yang
akan dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan cara
melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan
hukum dengan cara membaca buku, membaca peraturan
perundang-undangan peneliti akan menganalisis literatur
yang relevan terkait dengan penarikan dukungan oleh

partai politik dalam prinsip demokrasi dan maslahah.

31 Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Bogor
Indonesia, 2004), him.3.
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6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, Keseluruhan data yang terdiri
dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer,
sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara
normatif Penelitian merupakan tahap penelitian yang
melampaui berbagai tahapan Bahan hukum dalam
penelitian ini akan dianalisis Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis deduktif kualitatif.
Analisis deduktif adalah kegiatan berpikirberdasarkan hal-
hal umum (teori, hukum, konsep, prinsip, keyakinan) yang
mengarah ke spesifik.?

peneliti menggunakan cara berpikir Dekduktif,
yang dimana berpangkal pada hal hal yang sifatnya umum
lalu ke khusus, yang analisis datanya berangkat dari fakta-
fakta atau fenomena lalu ditarik suatu kesimpulan yang
bersifat khusus. Proses yang digunakan dimulai dengan
pengambilan data yang dilakukan dilapangan, dilanjutkan
dengan proses pengolahan data yang telah diambil
sebelumnya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan
memilih dan memilah data-data yang dikira perlu untuk
penelitian dan membuang data yang dirasa tidak
diperlukan, setelah itu mencoba membuat suatu hipotesa
awal dengan menyandingkan data yang ada dengan

berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dan yang

32 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas
Indonesia, 1986), him 10.
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terakhir adalah dari data yang telah ditelaah dan dianalisa
zlebih jauh akan diambil suatu kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan

Bab | merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian
bagian yang pertama, latar belakang masalah yang berisi mengapa
penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi
masalah penelitian ini. Kedua, rumusan masalah yang menjadi
penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. Ketiga,
tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu apa yang akan dicapai dalam
penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka adalah menjelaskan
penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti
berkaitan dengan tema penelitian ini dan juga untuk mengentahui
bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan
oleh orang lain. Kelima, kerangka teori yang berisi pola pikir atau
kerangka berfikir dalam memecahkan masalah pada penelitian ini.
Keenam, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan
ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa
permasalahan. Ketujuh, sistematika pembahasan, untuk memberikan
gambaran awal penelitian.

Bab 1l membahas tentang landasan teori, yang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori dan konsep-konsep
demokrasi. Dalam bab ini dikaji secara mendalam pengertian
demokrasi secara, peran partai politik dalam sistem demokrasi,
partisipasi politik dalam pemilu, serta prinsip-prinsip dalam
demokrasi. Teori-teori dari tokoh seperti Jimly Asshiddigie,
dijadikan landasan dalam menilai tindakan PDIP dalam menarik
dukungan di tengah proses Pilkada.
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Bab Il menjelaskan kasus konkret penarikan dukungan PDIP
terhadap pasangan calon Ela Siti Nuryamah — Azwar Hadi dalam
Pilkada Lampung Timur 2024, serta dinamika politik yang
menyertainya. Bab ini menyajikan data kronologis mulai dari
pendaftaran, penolakan calon tunggal oleh publik, perubahan
dukungan oleh PDIP, hingga polemik administratif di KPU dan
intervensi lembaga negara melalui surat edaran KPU RI. Seluruh
fakta hukum dan sosial dikaji secara sistematis berdasarkan dokumen
resmi, peraturan KPU, dan pernyataan para aktor politik serta
penyelenggara pemilu.

Bab IV berisi analisis data yang merupakan jawaban dari
rumusan masalah yang berupa penarikan dukungan PDIP terhadap
pasangan calon Ela Siti Nuryamah —Azwar Hadi dalam Pilkada
Lampung Timur 2024 menurut demokrasi, serta dampak nya
terhadap regulasi dan pandangan Maslahah Mursalah terhadap
kasus yang terjadi dengan mempertimbangkan keputusan penarikan
dukungan Kemudian sampai kepada solusi yang penulis dapat
sampaikan berdasarkan hasil penelitian.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil

penelitian, kemudian memberikan kritik dan saran atas penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penarikan dukungan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pasangan calon Ela Siti
Nuryamah dan Azwar Hadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Lampung Timur pada tahun 2024, meskipun menimbulkan polemik,
dapat dianggap sah dalam konteks demokrasi. Keputusan ini
mencerminkan semangat demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan
sistem pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif, serta memastikan
bahwa aspirasi masyarakat tidak diabaikan. Dalam hal ini, PDIP sebagai
partai politik telah merespons tuntutan masyarakat Lampung Timur yang
menginginkan adanya lebih dari satu pasangan calon, untuk mencegah
terjadinya calon tunggal yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Namun demikian, keputusan ini memberikan dampak terhadap
karena bertentangan dengan regulasi yang ada, khususnya Pasal 100
Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 yang mengatur bahwa dukungan yang
telah diberikan kepada pasangan calon tidak boleh ditarik kembali
setelah pendaftaran selesai. Secara konstitusional, tindakan PDIP untuk
menarik dukungan ini melanggar prinsip hukum yang sudah ditetapkan,
yang bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan keadilan.
Oleh karena itu, meskipun sah dari sudut pandang demokrasi, penarikan
dukungan ini melanggar konstitusi dan dapat menimbulkan potensi
kerusakan dalam sistem hukum yang ada.

Namun, dari perspektif Maslahah Mursalah, penarikan

dukungan ini dapat dibenarkan jika pertimbangkan dalam konteks
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kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Keputusan tersebut dilakukan
untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, yaitu memastikan Pilkada
berjalan dengan lebih demokratis, terbuka, dan memberikan pilihan yang
adil kepada masyarakat. Tindakan ini merupakan respons terhadap
ketidakpuasan masyarakat yang secara sah menuntut adanya kompetisi
politik yang sehat dan tidak terbatas pada calon tunggal. Dalam hal ini,
meskipun terdapat pelanggaran terhadap regulasi yang ada, keputusan
PDIP untuk menarik dukungan dapat dilihat sebagai langkah yang
mendatangkan manfaat nyata dan objektif, dengan tujuan untuk menjaga
integritas demokrasi, memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas,
dan mencegah ketidakstabilan politik di Lampung Timur.

Secara keseluruhan, meskipun penarikan dukungan ini
menimbulkan pelanggaran terhadap regulasi konstitusional yang ada,
keputusan tersebut dapat dianggap sah dalam konteks kemaslahatan
umum, mengingat tujuannya untuk menghindari kerusakan lebih besar
pada kualitas demokrasi dan menciptakan pilihan yang lebih banyak bagi
masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada pelanggaran yang jelas
terhadap aturan, penarikan dukungan ini sah secara demokrasi dan dapat
dibenarkan dari segi manfaat yang diperoleh oleh rakyat dan negara
. Saran

Partai politik harus mengutamakan prinsip maslahah yang
objektif dalam setiap keputusan politik, termasuk pencalonan atau
penarikan dukungan terhadap calon kepala daerah. Tindakan seperti
menarik dukungan dari pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi
harus mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas demokrasi,

kepastian hukum, dan hak politik rakyat.
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Penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan
komparatif terhadap magqasid al-syari‘ah atau dengan menelaah kasus
serupa di daerah lain. Kajian dapat difokuskan pada konflik hukum
antara PKPU dan surat edaran KPU, serta bagaimana lembaga seperti
MK dan Bawaslu menyikapi dinamika tersebut secara konstitusional.

Umat Islam hendaknya menjadikan politik sebagai sarana
menegakkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan
transparansi. Prinsip figh siyasah, khususnya Maslahah Mursalah, harus
menjadi pedoman agar praktik politik tidak menyimpang dari tujuan

syariat, yakni tercapainya kemaslahatan umum
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